
GUBERNUR SUMATERA UTARA

PERATURAN GUBERNUR SUMATERA UTARA
NOMOR 16 TAHUN 2014

TENTANG

TUNJANGAN PERUMAHAN BAGI PIMPINAN DAN ANGGOTA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA

Menimbang

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SUMATERA UTARA,

:a. bahwa berdasarkan Pasal 24 Peraturan Daerah Provinsi

Sumatera Utara Nomor 5 Tahun 2OA7 tentang Perubahan Atas

Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 1 Tahun

2005 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan

dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi

Sumatera Utara, dinyatakan bahwa dalam hal Pemerintah

Daerah belum dapat menyediakan Rumah Jabatan Pimpinan

atau Rumah Dinas Anggota DPRD, kepada yang bersangkutan

diberikan T\-rnjangan Perumahan, yang ditetapkan dengan

Peraturan Gubernur;

b. bahwa T\rnjangan Perumahan bagi Pimpinan dan Anggota

Dewan Perwakilan Ralryat Daerah Provinsi Sumatera Utara

telah dianggarkan dalam APBD Provinsi Sumatera Utara

Tahun Anggaran 2OL4;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud

dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan

Gubernur tentang Tunjangan Perumahan Bagi Pimpinan dan

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera

Utara;
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Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 24 Talnun 1956 tentang Pembentukan

Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan

Pembentukan Propinsi Sumatera Utara {Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan

Lembaran Negara Nomor 1103);

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2OO4 tentang Pemerintahan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO4

Nomor 725, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir

dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2OO8 tentang

Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2AO4

tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Repubiik

Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor a8afl;

3. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2OO9 tentang Majelis

Permusyawaratan Ralryat, Dewan Perwakilan Ralryat, Dewan

Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO9 Nomor 123,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5O43);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 2l Tahun 1950 tentang

Pembentukan Daerah Propinsi (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2OO4 tentang

Kedudukan Protokoier dan Keuangan Pimpinan dan Anggota

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Utara

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2oo4 Nomor 90,

Tanbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 44161

sebagaimana telah diubah beberapa kaii terakhir dengan

Peraturan Pemerintah Nomor 2t Tahun 2OO7 tentang

Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun

2OO4 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan

dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2oo7 Nomor 47, Tam'bahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a7 D);
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6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 7

Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja

Pemerintah Daerah;

7. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2OO7 tentang Perubahan

Atas Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 1

Tahun 2005 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan

Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera

Utara Tahun 2OO7 Nomor 5);

9. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi

dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan

Perwakilan Ralryat Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran

Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2OO8 Nomor 7,

Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara

Nomor 7);

10. Peraturan Daerah Nomor L Tahun 20\0 tentang Pokok-Pokok

Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Sumatera Utara

(Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2AIO

Nomor 1);

11. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2014 tentang Anggaran

Pendapatan dan Beianja Daerah Provinsi Sumatera Utara

Tahun Anggaran 2014 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera

Utara Tahun 2Al4 Nomor 2);

12. Peraturan Gubernur Nomor 5 Tahun 2Ol4 tentang Penjabaran

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera

Utara Tahun Anggaran 2OL4 (Berita Daerah Provinsi Sumatera

Utara Tahun 2Ot4 Nomor 5);

MEMUTUSKAN:

MenetaPKAN : PERATURAN GUBERNUR TENTANG TUNJANGAN PERUMAHAN

BAGI PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT

DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA



{1)

(2)
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Pasal 1

Dalam hal Pemerintah Provinsi Sumatera Utara belum dapat menyediakan

Rumah Jabatan Pimpinan DPRD dan Rumah Dinas Anggota DPRD Provinsi

Sumatera Utara maka kepada Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi Sumatera

Utara diberikan Tbnjangan Perumahan.

Pasal 2

Tunjangan Perumalr-.an sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, diberikan dalam

bentuk uang yang dibayarkan setiap bulan.

Pasal 3

Besarnya Tunjangan Perumahan bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi

Sumatera Utara untuk Tahun Anggaran 2Ot4 adalah sebagai berikut:

a. Wakil Ketua sebesar Rp. 14.5OO.OO0,- per bulan

b. Anggota sebesar Rp. 14.000.000,- per bulan

T\rnjangan Perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibayarkan

terhitung mulai tanggal 1 Januari 2014.

(3) Tunjangan Perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipotong Pajak

Penghasilan (PPH l5o/ol.

Pasal 4

Biaya yang timbul akibat ditetapkanrqya Peraturan Gubernur ini dibebankan

kepada APBD Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2014 pada Kode

Rekening l.2A.O1.O 1.5. 1. 1.O1. 16.

Pasal 5

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Sumatera

Utara Nomor 2 Tahun 2Al3 tentang Tunjangan Perumahan Bagi Pimpinan dan

Anggota Dewan Perwakilan Rai<yat Daerah Provinsi Sumatera Utara (Berita

Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2Ol3 Nomor 2) dicabut dan dinyatakan

tidak berlaku.
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Pasal 7

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar semua orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan

Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi

Utara.

Peraturan

Sumatera

Ditetapkan di Medan
pada tanggal 17 April 2Ol4

GUBERNUR SUMATERA UTARA,

ttd.

GATOT PUJO NUGROHO

Diundangkan di Medan
pada tanggal 1l /{Prii }01+

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI,

NURDIN LUBIS

BERITA DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN 2014 NOMOR 16


